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ABSTRAK

PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG
Oleh

IDA FITRI ATUZZAPIROH

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber
penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah yang besarnya
ditentukan atas dasar penghasilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. Salah satunya DBH penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Berdasarkan kenyataan
dilapangan dalam penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB sering
terjadi keterlambatan provinsi dalam membayar DBH kepada kabupaten/kota.
Permasalahan yang akan dijawab yaitu: 1) Bagaimanakah penyelenggaraan DBH
penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung? dan 2) Apa sajakah faktor-
faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan DBH penerimaan
PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung?

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan
yuridis empiris. Dalam melengkapi data sekunder dilakukan dengan membaca,
mengutip, serta menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, sedangkan
untuk data primer dilakukan wawancara kepada beberapa narasumber.

Pedoman dari penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB yaitu UU
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda
Provinsi Lampung Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dasar hukum penyelenggaraan DBH tersebut
berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Salah satu faktor pendukung dari
penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB adalah adanya
kesanggupan keuangan Provinsi untuk membayar Dana Bagi Hasil kepada
Kabupaten/Kota, sedangkan penghambatnya yaitu Kurangnya kesadaran pemilik
kendaraan bermotor untuk membayar PKB maupun BBN-KB, apabila tidak
didukung oleh masyarakat sebagai wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap
besaran DBH yang diterima oleh tiap kabupaten/kota.

Kata Kunci: Penyelenggaraan, Dana Bagi Hasil, Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor



ABSTRACT

THE MANAGEMENT OF SHARING FUND REVENUE FOR
ACCEPTANCE OF VEHICLE TAX AND TITLE TRANSFER TAX IN
LAMPUNG PROVINCE

By
IDA FITRI ATUZZAPIROH

Sharing Fund Revenue is the regional right to the management of sources of state
revenue generated from each region whose amount is determined on the basis of
income based on the prevailing laws and regulations. Sharing Fund Revenue is
Vehicle Tax and Title Transfer Tax of Vehicle revenue. Based on the reality in the
field in the implementation of Sharing Fund Revenue for Vehicle Tax and
Transfer Tax of Vehicle receipts, there is often a delay in the province in paying
Sharing Fund Revenue to districts/cities. It is necessary to conduct research with
problems: (1) how is the implementation of Sharing Fund Revenue for Vehicle
Tax and Transfer Tax of Vehicle receipts in Lampung Province? And (2) What
are the enabling and inhibiting factors in the implementation of Sharing Fund
Revenue for Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle receipts in Lampung
Province?

The problem approach in this study uses normative and empirical approaches. In
completing secondary data, it is done by reading, quoting, and analyzing legal
theories and legislation relating to problems in research, while for primary data
interviews are conducted with several speakers.

The guideline for the implementation of Sharing Fund Revenue for Vehicle Tax
and Transfer Tax of Vehicle receipts is Law Number 28 of 2009 concerning
Regional Taxes and Regional Retributions and Lampung Provincial Regulation
Number 31 of 2014 concerning Amendments to Regional Regulation Number 2 of
2011 concerning Regional Taxes The legal basis of the implementation of Sharing
Fund Revenue is based on the Governor's Decree. One of the enabling factors of
Sharing Fund Revenue for Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle receipts is
the existence of the provincial financial capacity to pay Sharing Funds Revenue to
the districts/cities, while the inhibiting factor is the lack of awareness of motor
vehicle owners to pay Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle. if it is not
supported by the community as a taxpayer, it will affect the amount of Sharing
Fund Revenue received by each districts/cities.

Keywords: Sharing Fund Revenue, Vehicle Tax And Title Transfer Tax of
Vehicle
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan Yyang
berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan
negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional terdapat dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan  sosial.
Mengimplementasikan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, memerlukan Kketertiban seluruh elemen masyarakat

bergotong royong dalam membangun negara ini.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional yang
hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas
pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan

profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat." Pembangunan

! Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), him.23



pada dasarnya mencakup keseluruhan dari aspek kehidupan bangsa baik fisik,
mental, spiritual, maupun sosial budaya yang memerlukan pendanaan yang cukup
besar guna membangun sumberdaya manusia yang mempunyai daya saing dalam
era globalisasi. Guna mewujudkan tujuan tersebut diperlukan sumber pendanaan
salah satunya yang berasal dari pajak, baik dari pajak pusat maupun dari pajak

daerah.

Menurut Aristanti Widyaningsih, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat
belas jasa secara langsung, dan pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-
norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum.? Pajak merupakan sumber
pendapatan yang sangat berpengaruh dalam menopang pembiayaan dalam
merealisasikan pembangunan daerah. Besar kecilnya pendapatan dari sektor pajak
akan menentukan kapasitas anggaran daerah dalam membiayai pengeluaran

daerah baik untuk pembangunan maupun untuk membiayai biaya rutin.

Pemungutan pajak adalah suatu kekuasaan yang dimiliki oleh negara demikian
besarnya, bahkan hukumnya dapat dibuat oleh negara itu sendiri. Oleh karena itu
harus disertai dengan pengabdian kepada rakyat dan juga kepada kesejahteraan
umum, sehingga menjadi suatu keadilan, sebab kekuasaan tanpa pengabdian
adalah kebuasan, pengabdian tanpa kekuasaan adalah ketidakberdayaan,

kewajiban tanpa hak adalah pengisapan, hak tanpa kewajiban adalah kerakusan.

Pajak biasanya harus dibayar oleh anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban

hukum tanpa mempertimbangkan secara pribadi mereka mendapat manfaat atau

?Aristanti Widyaningsih, Hukum Pajak dan Perpajakan, (Bandung: Alfabeta, 2013), him.2



tidak dari pelayanan yang mereka biayai.® Pajak daerah merupakan komponen
penting dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). APBD ini
berkaitan dengan penganggaran, yakni suatu proses penyusunan rencana keuangan
yang menyangkut pendapatan dan pembiayaan, yang kemudian mengalokasikan
dana ke berbagai kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai.
APBD merupakan suatu rencana tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan

Peraturan Daerah (Perda).

Untuk mengurus rumah tangga daerah yang sebaik-baiknya, maka daerah
memerlukan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan yang
sangat besar.* Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No.
23/2014) tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa sumber pendapatan
daerah terdiri atas:
a. Pendapatan asli daerah, meliputi:

1. pajak daerah;

2. retribusi daerah;

3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan transfer meliputi:
a. Transfer pemerintah pusat terdiri atas:

1. dana perimbangan;dana otonomi khusus;

3Yuswanto, Hukum Pajak Daerah, (Universitas Lampung: Program Pascasarjana Program
Magister Hukum Fakultas Hukum, 2010), him.9

*Nurmayani, Hukum Adminiatrasi Daerah, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2015),
him.89



2. dana keistimewaan; dan
3. dana desa.

b. Transfer antar-daerah terdiri atas:
1. pendapatan bagi hasil; dan

2. bantuan keuangan.

Pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus
ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan
untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun
meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Penjelasan Umum UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah angka 7 tentang
Keuangan Daerah menegaskan bahwa Penyerahan sumber keuangan daerah baik
berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan
merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemeritahan kepada
daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai
sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan
kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada
daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan
kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan
terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika

daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk



membiayai Urusan Pemerintahan dan Khususnya Urusan Pemerintahan Wajib

yang terkait Pelayanan Dasar.

Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU No. 28/2009)
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak dibagi menjadi dua, yaitu
pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari: Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB); Pajak Air Permukaan (PAP);
dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari: Pajak Hotel; Pajak
Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; dan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Daerah Provinsi merupakan salah satu
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh karena itu pajak provinsi memiliki

peranan penting dalam pembangunan suatu daerah.

Sumber penerimaan daerah provinsi yang berasal dari pajak salah satunya adalah
PKB dan BBN-KB. Sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU No. 28/2009 definisi
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor, sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 definisi Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor
sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang
terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalan

badan usaha.

Didalam Pasal 84 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang

No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa:



1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga
puluh persen);

2. Pembagian bagi hasil Pajak bagian Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan memperhatikan dan
didasarkan pada:

a. 50% aspek pemerataan;
b. 50% aspek potensi yang diperhitungkan berdasarkan :
1. Potensi jumlah kendaraan sebesar 50%;

2. Potensi wilayah sebesar 50%.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber
penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah yang besarnya
ditentukan atas dasar penghasilan yang didasarkan atas ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Contoh dana bagi hasil yang bersumber dari pajak

provinsi adalah DBH PKB dan BBN-KB.

Dari penjelasan di atas daerah mendapatkan dana bagi hasil dari sumber-sumber
daya nasional yang berada di daerah, artinya setiap pendapatan yang diperoleh
suatu daerah terutama dari sektor pajak yang dipungut oleh suatu daerah nantinya
akan dialokasikan kembali ke daerah yang bersangkutan melalui bagi hasil pajak

berdasarkan pemerataan dan potensi dari daerah itu sendiri.

Pemanfaatan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB selalu menjadi keluhan
kabupaten/kota karena Pemerintah Provinsi Lampung tidak pernah tepat

membayarkan apa yang menjadi hak kabupaten/kota. Yang seharusnya DBH



tersebut dapat digunakan kabupaten/kota untuk memperbaiki infrastruktur jalan
ataupun pencemaran lingkungan akibat penggunaan dari kendaraan bermotor

tersebut.’

Hingga bulan September 2017 Pemerintah Provinsi Lampung belum seluruhnya
membayarkan tunggakan DBH dari sektor PKB dan BBN-KB kepada 15
kabupaten/kota di Provinsi Lampung.® Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Lampung, Minhairin, mengatakan tunggakan DBH yang harus
dibayarkan sebesar Rp. 340 miliar. Dimana jumlah tersebut merupakan tunggakan
DBH PKB dan BBN-KB pada triwulan 3 dan 4 tahun anggaran (TA) 2016,
sedangkan untuk triwulan 1 dan 2 TA 2017 belum terbayarkan karena masih

menunggu SK dari Dinas Pendapatan Daerah.

Kota Bandar Lampung hingga bulan Desember 2017 untuk keseluruhan
pembayaran DBH PKB dan BBN-KB belum dilakukan. Untuk penyaluran DBH
Pemerintah Kota Bandar Lampung akan dilakukan apabila terdapat uang.
Sementara Walikota Kota Bandar Lampung Herman HN mengatakan masih

menunggu untuk menerima penyaluran DBH dari Pemerintah Provinsi Lampung.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk
melakukan sebuah penelitian dengan judul Penyelenggaraan Dana Bagi Hasil
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor di Provinsi Lampung.

°0ti Dwi Magistya, Skripsi : “Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota
Bandar Lampung”, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), him.4
®http://jejamo.com/pemprov-lampung-tunda-bayarkan-tunggakan-dana-bagi-hasil-pkb-dan-
bbnkb.html, diakses pada tanggal 24 April 2018, pukul 19.27 WIB



http://jejamo.com/pemprov-lampung-tunda-bayarkan-tunggakan-dana-bagi-hasil-pkb-dan-bbnkb.html
http://jejamo.com/pemprov-lampung-tunda-bayarkan-tunggakan-dana-bagi-hasil-pkb-dan-bbnkb.html

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penyelenggaraan Dana Bagi Hasil penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi
Lampung?

2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam
penyelenggaraan Dana Bagi Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

a. Bidang limu

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada kajian keilmuan Hukum
Administrasi Negara (HAN) khususnya Hukum Pajak yaitu tentang DBH

penerimaan PKB dan BBN-KB.



1)

2)

3)

Substansi Penelitian

Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan
BBN-KB di Provinsi Lampung.

Waktu Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan
BBN-KB di Provinsi Lampung Tahun Anggaran (TA) 2017.

Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB di
Provinsi Lampung.
Untuk  mengetahui  faktor-faktor ~ pendukung dan  penghambat

penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara teoritis

maupun secara praktis.
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Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar terciptanya penyelenggaraan DBH

penerimaan PKB dan BBN-KB yang baik di Provinsi Lampung.

2.

Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini pun memberikan manfaat praktis pada

sebagai berikut:

a.

Bagi Pemerintah Daerah, sebagai pedoman dalam mengoptimalkan
penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung.
Bagi masyarakat, sebagai salah satu sumber informasi dan juga memberikan
kepastian hukum mengenai penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan
BBN-KB di Provinsi Lampung.

Bagi dunia usaha, sebagai salah satu referensi mengenai efisiensi

penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut bahasa, kata pajak dikenal sebagai tax (Inggris), Import Contribution,
droit (Perancis), steuer, abagade, gebuhr (Jerman), tributo, gravamen, tasa
(Spanyol), Belasting (Belanda). Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang
yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup
biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai
kesejahteraan umum. pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terhutang
melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adakalanya
kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual untuk

membiayai pengeluaran pemerintah.’

Menurut P. J. A. Adriani bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan perundang-undangan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

"Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), him.12
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membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan.®

Hukum pajak, yang disebut dengan hukum fiskal, adalah keseluruhan dari
peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil
kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan
melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang
mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-
badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib

pajak).

Pemerintah memiliki tugas untuk menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat
yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya dalam
peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum ini, oleh
pada itu adalah penting penting sekali bahwa tidak harus diabaikan begitu saja

latar belakang ekonomis masyarakat tersebut.’

2.1.2 Unsur-Unsur Pajak

Ciri-ciri yang melekat pada pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi, yaitu:*°

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah.

®yuswanto dkk, Hukum Pajak, (Bandar lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013), him.4

°R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010),
him.1

OAdrian Sutedi, Hukum Pajak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him.6
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3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari
pemsukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public
inverstment.

5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak sebagai suatu realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu.
Pada umumnya dikenal dengan adanya dua fungsi utama pajak yaitu fungsi

budgeter (anggaran) dan fungsi regulerend (mengatur).™
1. Fungsi budgeteaire (fungsi anggaran)

Pajak mempunyai fungsi sebagi alat atau instrumen yang digunakan untuk
memasukan dana secara optimal kedalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak
lebih diarahkan sebagai instrumen dana dari masyarakat untuk dimasukan
kedalam kas negara, dana dari pajak itulah yang digunakan sebagai penopang bagi

penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.

Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang oleh keuangan yang
cukup tersedia pada kas negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan
terbesar dalam keuangan negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan
negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan kesektor pembangunan.
Tabungan pemerinah ini diperoleh dari surplus, penerimaan rutin setelah

dikurangi dalam penerimaan rutin/biasa. Penerimaan rutin seperti penerimaan dari

yyswanto dkk, Op.Cit., him.10
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sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negara, denda, dan sitaan.
Penerimaan rutin/biasa adalah untuk membiayai pengeluaran rutin/biasa dari
pemerintah, seperti gaji pegawai, pembelian alat tulis, ongkos pemeliharaan
gedung pemerintah, bunga dan angsuran pembayaran utang-utang kepada negara

lain, tunjangan sosial dan lain sebagainya.*?
2. Fungsi regulerend (fungsi mengatur)

Disamping memiliki fungsi sebagai alat penarik dana masyarakat untuk
dimasukkan ke dalam kas negara seperti tersebut di atas, pajak mempunyai fungsi
lain, yakni fungsi mengatur. Hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan

mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki pemerintah.

Fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan
kegiatan masyarakat agar sejalan denagn rencana dan keinginan pemerintah.
Dengan adanya fungsi mengatur kadangkala dari sisi penerimaan (fungsi
budgetaire) justru tidak menguntungkan terhadap kegiatan masyarakat yang
dipandang bersifat negatif. Apabila fungsi regulerend dimaksudkan untuk
menekan kegiatan itu dikedepankan, pemerintah justru dipandang berhasil apabila
pemasukan pajaknya kecil contoh adalah cukai minuman keras, maka hal itu
disebutkan sebagai keberhasilan sekalipun dari fungsi budgetaire tidak
menguntungkan. Apabila dikaitkan dengan salah satu dimensi hubungan antara
pemerintah dengan rakyat, kiranya fungsi ini tidak lepas dari fungsi pengendalian

(sturen).

12Bohari, Op.Cit., him.134
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2.1.4 Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak adalah kegiatan mengambil pajak sebagai kewajiban dari wajib
pajak atas penggunaan fasilitas, pelayanan/jasa atau bidang pekerjaan tertentu
yang digunakan oleh seseorang untuk keperluannya.™® Pemungutan pajak dalah
kegiatan atau aktivitas mengambil pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak
oleh petugas atau lembaga yang memiliki kewenangan memungut pajak, sebagai
pembayaran atas imbalan penggunaan fasilitas dan jasa yang diberikan
terhadapnya. Pembayaran tersebut bersifat wajib karena si pembayar telah

memanfaatkan fasilitas atau jasa dari orang lain.*

R. Santoso Brotodiharjo menyebutkan ada beberapa teori yang mendasari adanya

pemungutan pajak, yaitu:*

1. Teori Asuransi yakni pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus
dibayarkan oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung).

2. Teori Kepentingan yakni pajak dibebankan atas dasar kepentingan bagi
masing-masing orang. Semakin tinggi tingkat kepentingan semakin tinggi
pula pajak yang harus dibayarkan.

3. Teori Daya Pikul yakni teori yang hanya mengusulkan upaya dalam
memungut pajak, pemerintah harus memperhatikan daya pikul bagi wajib
pajak.

4. Teori Bakti yakni pajak merupakan tanda bakti seseorang kepada negaranya.

5. Teori Daya Beli yakni dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada

kepentingan masyarakat, bukan pada individu atau negara.

Kunarjo, Hukum Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Rineke Cipta, 2004), him.56

Y“Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakatra: Penerbit Andi, 2002), him.7

“Marlia Eka Putri, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama
Raharja, 2015), him.5
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Adapun dalam pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil, yaitu dengan mengatur hak dan kewajiban para
wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi
syarat sebagai wajib pajak, dan ada sanksi atas pelanggaran pajak
diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan Pasal 23
UUD 1945 yang mengatur “pajak yang bersifat untuk keperluan negara diatur
dengan Undang-Undang.”

c. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu
kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.
Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan
menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak terutama masyarakat
kecil dan menengah.

d. Pemungutan pajak harus efisien, biaya yang dikeluarkan dalam rangka
pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima
lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Sistem pemungutan
pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, sehingga wajib pajak
tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak dari segi
perhitungan maupun dari segi waktu

e. Pemungutan harus sederhana, sistem yang sederhana akan memudahkan
wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga
akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan

kesadaran dalam pembayaran pajak.*®

®adrian Sutedi, OP.Cit., him.29
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2.1.5 Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

Prinsip-prinsip atau asas-asas pemungutan pajak adalah asas untuk mencapai

tujuan dari pemungutan pajak. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan

tentang asas pemungutan pajak salah satunya adalah Adam Smith, menurut Adam

Smith didalam buku The Four Maxims, asas pemungutan pajak adalah sebagai

berikut:*’

1)

2)

3)

4)

Equality, adalah pembebanan pajak diantara subyek pajak hendaknya
seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan hasil yang
dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak
diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak.
Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan
dikeadaan yang berbeda wajib pajak diperlakuakan berbeda.

Certainty, adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak harus jelas dan
tidak mengenal kompromi, dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan
adalah mengenai subjek pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak dan
ketentuan mengenai pembayaran.

Convenience of paymen, adalah pajak yang dipungut pada saat yang paling
baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya
penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

Economic of collective, adalah pemungutan pajak hendaknya dilakukan
sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari

penerimaan pajak itu sendiri.

"yuswanto, dkk, Op.Cit., him.26
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2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah adalah iuran
wajib yang dikelola oleh pemerintah daerah dan untuk membiayi kebutuhan
pemerintah daerah termasuk pembangunan daerah dengan tanpa memperoleh

imbalan secara langsung.

Seseorang atau suatu badan yang memenuhi persyaratan wajib pajak diharuskan
melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang harus dihormati oleh

fiskus.®

Khusus untuk pajak daerah, ketentuan yang menjadi wajib pajak harus mengacu
pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tantang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis
pajak daerah yang diberlakukan pada suatu jenis pajak daerah yang diberlakukan
pada suatu provinsi atau kabupaten/kota. Terdapat beberapa prinsip umum dari

pajak daerah yang dikemukakan oleh Irwinsyah Lubis,* yaitu:

®Maribot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Fiskal, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), him.1
Brwinsyah Lubis, Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum,
(Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), him.70
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1. Prinsip manfaat (benefit principle) suatu sistem pajak dikatakan adil bila
kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang
diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah;

2. Kemampuan membayar pajak (ability to pay);

3. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak;

4. Prinsip menyedikan pendapatan yang cukup naik dan efisien. Artinya dapat
mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat;

5.  Administrasi yang fleksibel. Artinya sederhana, mudah dihitung pelayanan
memuaskan bagi wajib pajak; dan

6. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan

kesadaran untuk memenuhi kepatuhan membayar pajak.

2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

membayari penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dalam pemungutan pajak di daerah berlaku asas sumber yaitu pemungutan pajak
yang berdasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Sesuai dengan
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, pajak daerah dibedakan sesuai yang mengelolanya seperti

berikut:



a. Pajak Provinsi

Pajak provinsi terdiri dari:

1.

2.

3.

4.

Pajak Kendaraan Bermotor;

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
Pajak Air Permukan; dan

Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten/Kota.

b. Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1.

2.

3.

8.

9.

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hubiran;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam Batuan;
Pajak Parkir;

Pajak Air Bawah Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

10. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; Dan

11. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

20
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2.2.3 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memungut Pajak Daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan
kepada masyarakat. Pungutan yang bersifat paksaan oleh negara kepada
rakyatnya harus didasarkan oleh peraturan perundang-undangan.? Berdasarkan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan
perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa
penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan pajak

daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, daerah
diberi kewenangan untuk memungut 16 (enam belas) jenis pajak, yaitu 5 (lima)
jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Selain itu
kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain

sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut, sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perluasan kewenangan perpajakan
tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan
kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Dengan pertimbangan untuk

membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar sehingga dapat dengan

2y uswanto, Op.Cit., him.1
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mudah menyesuaikan pendapatan daerah sejalan dengan adanya peningkatan basis

pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.

2.3 Pajak kendaraan bermotor

2.3.1 Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang
digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa
motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersaangkutan,
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan
roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang

dioperasikan di air.

2.3.2 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah mengatur tentang pajak kendaraan bermotor, menurut Pasal 1 angka 12
Pajak kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan
kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan teknik untuk penggeraknya, dan digunakan untuk transprortasi darat.
Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas
atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan

roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan
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bakar minyak atau tenaga alam, kendaraan bermotor memiliki roda dan biasanya

berjalan diatas jalanan).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah
semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis
jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat
berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan

tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan diair.

2.3.3 Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Tahun 2016, menurut Pasal 2 jenis kendaraan bermotor dikelompokkan:
a. Kendaraan bermotor selain yang dioperasikan di air, alat-alat berat dan
alat-alat besar;
b. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; dan

c. Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Mengacu pada Pasal 3 bahwa jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
a. Mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;

b. Mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
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c. Mobil yang terdiri dari mobil barang blind van, pick up, light truck dan
truck;
d. Alat-alat berat dan alat-alat besar; dan

e. Sepeda motor roda dua dan roda tiga.

2.3.4 Objek dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan

kendaraan bermotor. Dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor

adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:

1)

2)

3)

4)

Kereta api;

Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan
pertahanan dan keamanan negara;

Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan,
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga
internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
dan

Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Subjek pajak
kendaraan bermotor, menurut Pasal 4 Undang-Undanh Nomor 28 Tahun
2009, yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi

atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
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2.3.5 Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Secara umum yang dimaksud subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan
yang dikenakan pajak daerah. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang
pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Subjek pajak akan menjadi wajib pajak jika dia telah memenuhi ketentuan
perundang-undangan perpajakan daerah, sebagai wajib pajak daerah, wajib pajak
kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan
bermotor. Untuk wajib pajak Badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus

atau kuasa badan tersebut.

2.3.6 Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan adalah suatu kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib

retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28
tahun 2009, pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan bersamaan dengan
penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan berikutnya dilakukan di Kas

Daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
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2.4 Bea balik nama kendaraan bermotor

2.4.1 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan
bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan
yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke
dalam badan usaha. Balik nama dalam hal ini adalah merubah status kepemilikan
dari penjual sebagai pemilik kendaraan bermotor sebelumnya kepada pembeli
sebagai pemilik kendaraan bermotor yang baru. Pelaksanaan proses balik nama ini
dilakukan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
setempat dimana pelaksanaan pertama STNK kendaraan dilakukan. Apabila
proses balik nama tersebut selesai, maka pada buku BPKB dan STNK kendaraan
yang dimaksud akan tertera nama pemilik yang baru dari kendaraan bermotor
tersebut yaitu nama dan alamat pembeli, sedangkan nama pemilik yang lama tidak

dicantumkan lagi.

2.4.2 Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Sebagai salah satu jenis pajak daerah provinsi, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak bea balik
nama kendaraan bernotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
Secara yuridis penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor dapat terjadi karena
antara lain:

1. Jual beli;

2. Tukar menukar;



27

Hibah;

Hibah wasiat;

Waris;

Hadiah;

Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan lamanya; dan
Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk digunakan secara tetap

di Indonesia.

Disamping adanya objek yang dapat dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor, terdapat pula penyerahan kendaraan bermotor yang tidak tergolong

sebagai objek pajak. Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk

digunakan secara tetap di Indonesia, kecuali:

a.

b.

Untuk digunakan secara pribadi yang bersangkutan;

Untuk diperdagangkan;

Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan

Digunakan untuk pameran, penelitianm contoh, dan kegiatan olahraga

bertaraf internasional.

Pengecualian untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia tidak

berlaku ketika selama tiga tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari

wilayah pabean Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum

terhadap kendaraan bermotor dari luar negeri untuk digunakan secara tetap di

Indonesia sebagai objek pajak. Sekalipun telah ada suatu kepastian hukum, wajib

pajak yang memiliki kendaraan bermotor termaksud agar mengetahui ketentuan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
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2.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan
yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak bea balik
nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima

penyerahan kendaraan bermotor.

2.4.4 Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yaitu pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 15, yang dalam pasal tersebut
diatur mengenai Objek, Subjek, Dasar Pengenaan, Tarif, Besaran Pokok, dan
Wajib Pajaknya. Objek pajak dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu
penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, untuk subjek pajak dan wajib pajak
dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yakni orang pribadi atau badan yang
dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.

Dasar pengenaan, tarif, dan besaran pokok dari Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor yaitu untuk dasar pengenaan dilihat dari Nilai Jual Kendaraan
Bermotornya, Tarif yang dikenakan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yaitu untuk kendaraan bermotor
paling tinggi saat penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) sedangkan

untuk penyerahan kedua yaitu sebesar 1% (satu persen), yang kemudian tarifnya
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diatur melalui Peraturan Daerah. Besaran pokok dihitung berdasarkan perkalian
antara tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan

Bermotor.

2.5 Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor

Dana Bagi Hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber
penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya
ditentukan atas daerah penghasilan yang didasarkan atas ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 289 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur
bahwa Dana Bagi Hasil berasal dari:

a. Pajak;

b. Cukai; Dan

c. Sumber Daya Alam.

Bagi hasil pajak provinsi didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal

94 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang

bersangkutan denagn ketentuan sebagai berikut:

a. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30%;

b. Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserakhan kepada
kabupaten/kota sebesar 70%;

c. Hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar

70%:; dan
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d. Hasil penerimaan pajak air permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota

sebesar 50%.

2.6 Dasar Hukum Penyelenggaraan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar hukum penyelenggaraan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor didalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat pada
Pasal 94 ayat (1) huruf a yang mengatur bahwa hasil penerimaan Pajak provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi
kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai
berikut: hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh

persen).

Dasar hukum penyelenggaraan Dana Bagi Hasil penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung didalam
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

terdapat pada Pasal 84 yang mengatur bahwa:

(1) Hasil penerimaan PKB dan BBN-KB diserahkan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).

(2) Pembagian bagi hasil Pajak bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan memperhatikan dan didasarkan
kepada:

a. 50% (lima puluh persen) aspek pemerataan;
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b. 50% (lima puluh persen) aspek potensi, yang diperhitungkan

berdasarkan:

1.

2.

Potensi jumlah kendaraan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
Potensi wilayah sebesar 50% (lima puluh persen) dengan perincian:
a) Luas wilayah sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

b) Jumlah penduduk sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c¢) Panjang jalan sebesar 30% (tiga puluh persen).



BAB |11

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan secara yuridis empiris, yaitu dilakukan dengan meneliti secara
langsung ke lapangan untuk mengetahui apakah peraturan perundang-
undangan mengenai bagi bagi hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota
sudah berjalan sepenuhnya atau tidak, serta melakukan wawancara dengan
beberapa sumber yang dianggap dapat memberikan informasi terkait
permasalahan tersebut.

2. Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk
diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan
dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada

penelitian ini.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder.
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3.2.1 Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara
langsung dari sumber datanya. Data diperoleh dengan wawancara dan pengamatan
di lokasi yang berasal dari informan yaitu Staff Bidang Akuntansi Badan
Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.
3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data
sekunder diperolen dengan mempelajari dan mengkaji leteratur-literatur, dan
perundang-undangan. Data sekunder ini menghasilkan bahan hukum sekunder,
terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh
pembentuk hukum yang berwenang.?! Dalam penelitian ini bahan hukum
primer yang digunakan adalah :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

3) Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 31 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah.

! Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),
him.82
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4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor
12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

7) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Thaun 2016 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer, misalnya: literatur-literatur, jurnal,
publikasi, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya
pakar hukum, dan sebagainya.??

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus
hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan
diluar bidang hukum, seperti majala, surat kabar, ensiklopedia, serta
bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan

dengan masalah yang diteliti.

227ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him.23
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3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan

studi lapangan.

a. Studi kepustakaan (library research)

Studi kepustakaan yang dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data sekunder.
Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara
mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-
kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli
yang tersusun dalam literatur dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan ada kaitannya dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi lapangan (field research)

Studi lapangan dilakukan lansung di lapangan guna memperoleh informasi dan
memperoleh data primer yang akurat, lengkap, dan valid dengan melakukan
wawancara kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai

berikut:

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan
pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur

yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
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2. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi
atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

3. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah
ditatapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam

menginterpretasikan data.

3.5 Analisis Data

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan, maka tahap
selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam penelitian ini analisis data yang
digunakan adalah dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan
secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga dapat
diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas dan
kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis
menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam menarik
kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus merupakan

jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

Penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB berpedoman pada UU
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda
Provinsi Lampung Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dasar hukum penyelenggaraan
DBH tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur.Besaran
pendapatan PKB dan BBN-KB ditargetkan oleh Dinas Pendapatan Daerah
yang kemudian realisasi dari penerimaan tersebut diserahkan kepada Badan
Keuangan Daerah Provinsi untuk dilakukan transfer bagi hasil kepada
masing-masing kabupaten/kota. Persentase DBH penerimaan PKB untuk
kabupaten/kota sebesar 30% dan untuk BBN-KB sebesar 30%. Besaran DBH
yang diterima oleh tiap kabupaten/kota dirumuskan oleh Tim Anggaran
Pendapatan Daerah (TAPD). Untuk pembayaran DBH tersebut dilakukan
oleh seorang Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung pada Bidang
Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah melalui SK Gubernur.

Faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan DBH penerimaan

PKB dan BBN-KB adalah sebagai berikut:
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a. Faktor pendukung terdiri dari: 1) kesanggupan keuangan Provinsi untuk
membayar Dana Bagi Hasilkepada Kabupaten/Kota; 2) potensi masing-
masing daerah, misal jumlah PKB dan BBN-KB dan juga besar wilayah.
Hal ini dapat menentukan jumlah besarkecilnya dana bagi hasil yang
diperoleh oleh masing-masing daerah; dan 3) adanya kebijakan pemutihan
PKB dan BBN-KB guna mendongkrak pendapatan hasil pajak yang
berpengaruh terhadap besar kecilnya dana bagi hasil yang diterima oleh
masing-masing kabupaten/kota.

b. faktor Penghambat terdiri dari: 1) kurangnya koordinasi antara Pemerintah
Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam
penyelenggaraan DBH PKB dan BBN-KB; dan 2) adanya keterlambatan
Pemerintah Provinsi dalam membayar DBH Kepada Kota. Realisasi
tersebut terganjal karena DBH tersebut telah dipakai untuk kepentingan
menutupi hutang-hutang Pemerintah Provinsi kepada kota Bandar

Lampung pada tahun anggaran sebelumnya.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya,

saran yang diajukan antara lain:

1. Diharapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota saling koordinasi agar
tidak terjadi kesalahpahaman dalam keterlambatan transfer DBH.

2. Pemerintah provinsi sebaiknya lebih transparansi dan terbuka kepada publik

akan penyelenggaraan DBH, karena DBH merupakan hak kabupaten/kota.
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